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Formalisme hukum yang kering terhadap rasa keadilan, demi logika peraturan harus dikgji secarafilosofis.
Hans Kelsen seorang filsuf penganut formalisme hukum dalam teori hukum murninya menyatakan bahwa
hukum seharusnya hanyaterdiri dari norma-norma hukum dengan memisahkan materi dan bentuk, setelah
menjadi positif, hukum harus dipahami hanya sebagai hukum dan teori hukum fokus pada normatif dan
positif. Critical Legal Studies menempatkan hukum dalam konteks sosial, dengan menolak pandangan
formalisme yang mengisolasi hukum dari faktor seperti politik, ekonomi, psikologi, dan moral dan
menerapkan kritik terhadap ketidaknetralan dan tendensi politis dalam praktik hukum. Metode penelitian
dipakai adalah kritik paradigmakritis dari critical legal studies. Teori hukum murni, buku pure theory of law
Hans Kelsen dan buku-buku filsafat dan hukum terkait. Tujuannya adalah untuk melihat relevansi teori
hukum murni dengan keadaan hukum pidana di Indonesia. Pembahasannya mencakup narasi hukum dan
kritikan di Indonesiaterkait Hans Kelsen, dengan tujuan membandingkan dan menguraikan keyakinannya.
Penelitiannya menggunakan beberapa pemikiran sebagai kerangka analisis dan teoritis. Saya menggunakan
kerangka teori untuk membahas relevans teori hukum murni, terutama dengan pemikiran Hans Kelsen,
terhadap hukum pidana Indonesia. yakni teori hukum positif umum. Ini mencakup aspek etika, politik,
sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi. Kelsen: Mempengaruhi pembuatan hukum, tetapi hanya
hukum positif yang dianggap sebagai hukum. Critical Legal Studies menolak pandangan normatif dan
formalisme dalam undang-undang karena sebenarnya memiliki nilai kepentingan dari si pembuat. Critical
Legal Studies faktor non- hukum yang mempengaruhi hukum untuk legislasi. Hukum tidak netral dan
doktrin hukum tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks sosial-politik dan hukum
pidana Indonesia harus fokus pada nilai-nilai keadilan,dan demokrasi.

...... The dry legal formalism against the sense of justice, for the sake of the logic of the regulation, must be
studied philosophically. Hans Kelsen, a philosopher who adheres to legal formalism in his pure legal theory,
stated that law should consist only of legal norms by separating matter and form, after becoming positive,
law should be understood only as law and legal theory focuses on normative and positive. Critical Legal
Studies places law in asocia context, by rejecting the formalist view that isolates law from factors such as
politics, economics, psychology and morals and applying criticism of non- neutrality and political
tendenciesin legal practice. The research method used is critical paradigm criticism from Critical Legal
Studies. Pure theory of law, Hans Kelsen's pure theory of law book and related philosophy and law books.
The aim isto see the relevance of pure theory of law to the state of criminal law in Indonesia. The
discussion includes legal narratives and criticism in Indonesia regarding Hans Kelsen, with the aim of
comparing and explaining his beliefs. His research uses several ideas as an analytical and theoretical
framework. | use a theoretical framework to discuss the relevance of pure theory of law, especially Hans
Kelsen's thinking, to Indonesian criminal law. namely general positive law theory. It covers aspects of
ethics, politics, sociology, anthropology, psychology, and economics. Kelsen: Influences lawmaking, but
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only positive law is considered law. Critical Legal Studies rejects normative views and formalism in laws
because they actually value the interests of the maker. Critical Legal Studies non-legal factors that influence
law for legislation. The law is not neutral and legal doctrine is not sufficient to resolve problemsin a socio-
political context. Criticism of Kelsen'slegal theory of Indonesian criminal law must focus on the values of
justice and democracy.



